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KEPUTUSAIIr MTI{TERI AGAMA RTPUBLIK IITDOIVESIA
NOMOR 4988 TAIIUT 2,OL6

TEITTAITG
PTMBERIAH IZIN PEIIIDIRIAIT / OPERASTONAL

}IADRASA}I IBTIDAIYA}I MIFTAHIIL ITUDA KABUPATEN KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

DEITGAIIT RATIMAT TUHAIT YAITG MAIIA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIN INDOltttSIA,

Menimbang : a.

b.

C.

d.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang ber:rnutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berLradan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwa masa berlaku izrrr operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantlrm dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;

bahwa trerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik indonesia tentang
Perpanjangan lzin Pendirian/Operasional MADRASAH
IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA KABUPATEN KEDIRI
Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun '2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmLraran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201.5 Norrror 45, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan kmbraran l{egara Republik
Indonesia Nomor a86aj;

Mengingat : l.

2.

3.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

4. Peraturan Pemerintah Nomor LT Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (rrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51S0)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan
Pernerintah Nornor 17 Tahun 2010 tentang pengerolaan cian
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor ll2, Tambahan LemLraran
Negara Republik indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2OOZ
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
PertamalMadrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
tuiinimal Fendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur .Ienderai Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Sural Kepuiusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan f)okum en lzin Pendirian M adrasah ;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATBN
KEDIRI Nomor : Kd.15.331PP.00.5/74112016 Tanggal 27 Maret
2016;'

MEMUTUSI(AN :

: KEPUTUSAN MBNTtrRI AGAMA TENTANG PEMI]ERIAN LZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAJI IBTIDAIYAH MIFTAHUL
HUDA KABUPATBN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yarrg
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KBTIGA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundalg-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggat 19 Agustus 2016

INDONESIAa.n. MENTERI AGAMA



LAMPIRAN
KBPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4988 TAHUN 20T6
TENTANG
PEMBBRIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA
KABUPATEN KEDIRi PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBBRIKAN PBRPANJANGAN IZIN PENDIRiAN

iNDONBSIA

1 Nama Madrasah MITTAHUL HUDA

2 Nomor Statistik Madrasah I 1 1235060141

3 Alamat Madrasah TAMANSART RT/RW O2/OL0

SAMBIREJO

KECAMATAN PARE

KAE}UPATEN KEDIRI

PROWNSI JAWA TIMUR

4 Nama 0rganisasi Penyelenggara LP Ma'arif NU

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 4 MUNYATI SULLAM, SH., MA

6 Pengesahan Akte Notaris

O rgarrisasi Penye lenggara

AIIU - 119.AH.01.08. Tahun2Ol3 I
26 JUNI 2013


